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A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang
ditargetkan, sertauraian TKT penélitian.

Data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat rasio pajak Indonesia
mengalami penurunan sejak 2015. Rasio pajak Indonesia pada 2015 turun menjadi 11,6% pada 2015,
kemudian 10,8% pada 2016, dan pada 2017 rasio pajak kembali turun menjadi 10,7%. Tidak hanya tax
ratio yang menurun, realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia juga belum mencapai target
(Cnbcindonesia, 2019). Readlisas penerimaan tahun 2015 baru mencapai 83,29% dari target. Dua
tahun ke depan realisasi penerimaan perpajakan masih belum bisa mencapai target, dan tahun 2018
lalu hanya mencapai 93,86% dari target. Rasio pajak yang berkurang dan tidak mencapai realisasi
penerimaan tidak dapat dihindarkan dari perilaku para wajib pajak itu sendiri yang berusaha
mengurangi beban pajaknya. Tujuan pemerintah adalah memaksimalkan pendapatan dari sektor
perpgakan yang berlawanan arah dengan tujuan perusshaan sebagai wajib pajak. Perusahaan
merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi besar bagi negara. Pgak bisa
mengurangi penghasilan bahkan lebih tidak mendapat imbalan langsung, dan juga pgjak yang
dipaksakan. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan mengambil tindakan untuk menghitung
besarnya pajak dengan meminimalkan jumlah yang harus dibayar. Salah satu upaya wajib pajak untuk
merampingkan beban perpajakannya adalah dengan menghindari pajak.

Penghindaran pgjak merupakan salah satu cara untuk mengurangi jumlah pajak yang secara
hukum tidak melanggar ketentuan perpajakan, dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam
peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih besar (Hoseini et a., 2019).
Penghindaran pagjak bisa dikatakan sebagai perlawanan aktif yang tidak melanggar hukum dengan
meminimalkan pajak yang mereka tanggung menjadi kecil, namun ha ini tidak disarankan untuk
dilakukan. Konsep penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan atau celah
peraturan perpajakan yang berlaku, atau dengan memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi
yang memiliki tarif pajak tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Praktik penghindaran pajak yang
dilakukan dapat berdampak pada penerimaan pajak negara dan berdampak pada perusahaan.
Perusahaan

akan memiliki reputasi buruk untuk kelangsungan bisnis jangka panjang dan akan
membutuhkan biaya tenaga kerja dan pengorbanan waktu. Faktor pertama adalah proporsi direktur
independen. Salah satu ciri tata kelola perusahaan yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan adalah
adanya komisaris independen (Setiawanta & Purwanto, 2019). Komisaris independen di perusahaan
berfungsi memberikan pengawasan dan membatasi manajemen untuk melakukan kecurangan dalam



pembuatan laporan keuangan. Sehingga dengan adanya komisaris independen dapat menjadi perantara
antara pemegang saham dengan mangemen. Berdasarkan POJK Nomor 57 4 / POJK.04 / 2017
persentase jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah anggota dewan komisaris.

Hubungan antara proporsi direktur independen dengan penghindaran pajak ditunjukkan oleh
kecenderungan banyaknya direktur independen yang mencegah praktik penghindaran pajak oleh
mangjemen perusahaan. Keberadaan komisaris independen diperusahaan diharapkan dapat
mengurangi kecurangan yang akan terjadi, yang dilakukan oleh managjemen perusahaan dalam
melaporkan laporan perpgjakannya (Law & Mills, 2017). Komisaris independen diharapkan dapat
menjadi penengah antara pemegang saham dan manajemen perusahaan dalam pengambilan kebijakan
agar perusahaan tidak melanggar hukum. Besarnya proporsi komisaris independen di perusahaan,
kemungkinan kecil terjadinya praktik penghindaran pgjak di dalam perusahaan. Hasil penelitian
Turyatini, (2017) memberikan hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap
penghindaran pajak. Hal ini juga sgaan dengan penelitian Hoseini et a., (2019); Yuniarwati et a.,
(2017) yang menyatakan bahwa proporsi direktur independen berpengaruh terhadap penghindaran
pajak.

Faktor selanjutnya adalah komite audit. Komite audit akan meningkatkan peran pengawasan
dewan komisaris atas proses pelaporan keuangan perusahaan serta desain dan implementasi sistem
pengendalian internal yang baik (Hidayah et a., 2020; Irwandi et al., 2019; Pamungkas & Utomo,
2018 ; Wahyudi et a., 2019). Komite audit sesuai dengan perannya dapat membantu dewan komisaris
agar tidak terjadi asimetri informasi, dengan

cara memantau dan memberikan pendapat kepada managjemen atas pengendalian internal yang
sedang berlangsung di dalam perusahaan (Ghozali et a., 2019; Pamungkas et al., 2018). Jumlah
komite audit yang tinggi di suatu perusahaan dapat meningkatkan kualitas tata kelola yang baik di
dalam perusahaan, sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak
(Gaaya, Lakhal, & Lakhal, 2017). Tjondro & Olivia, (2018) menyatakan bahwa keberadaan komite
audit dalam suatu perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh
managjemen. Hal ini juga didukung oleh (Chabachib et a., 2019; Sari et al., 2020). Namun penelitian
yang dilakukan oleh Anggilia et d., (2015) justru memberikan hasil yang berbanding terbalik, yaitu
komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran
komite audit dalam perusahaan belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan
perpajakan perusahaan di Indonesia. Selain faktor-faktor tersebut, penghindaran pgjak juga ditempuh
melalui kebijakan yang diambil oleh eksekutif yaitu preferensi risiko eksekutif. Pemungutan pajak
eksekutif dapat dilakukan karena eksekutif mewakili pihak yang menerima keputusan tersebut
(Kharismar & Stella, 2014). Agen Eksekutif sebagai mangjer perusahaan. Mangemen perusahaan
menanyakan keputusan dan keputusan mana yang terbaik untuk perusahaan. Penghindaran pajak
dalam suatu perusahaan didasarkan pada karakter mangemen perusahaan. Perusahaan yang
mempraktikkan penghindaran pajak, mangjemen perusshaan lebih menantang dalam mengambil
keputusan yang berisiko. Adanya preferensi risiko yang berbeda, pemegang saham dan manajemen
dapat mengambil tindakan yang berlawanan.

Kepemilikan saham oleh mangjemen perusahaan memiliki kepentingan dalam menjaankan
tugasnya. Oleh karena itu, para eksekutif perusahaan yang bersifat risk taker tidak segansegan
menerapkan praktik penghindaran pajak perusahaan meskipun terdapat risiko. Hal tersebut didukung
oleh penelitian Novita, 2016; et al., (2018) yang memberikan hasil preferensi risiko perusahaan
memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan digunakan untuk menentukan
besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya nilai total aset
yang dimiliki oleh perusahaan dimana semakin besar total aset perusahaan juga akan meningkatkan
jumlah produktivitas perusahaan (Su, Li, & Ma, 2019). Hal ini mengakibatkan perusahaan
memanfaatkan peluang yang ada dalam setiap transaksi untuk upaya penghindaran pajak.

Metodol ogi

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data
kuantitatif adalah data yang dapat diukur secara langsung, berupa keterangan atau penjelasan yang
dinyatakan dengan angka atau angka. Pengujian data kuantitatif menggunakan analisis statistik
deskriptif dan asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan
uji heterokedastisitas. Selanjutnya menggunakan

analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, dan analisis
goodness of fit model yaitu uji koefisien determinasi (R2).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan
sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan. Daftar
perusahaan dan laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi BEI adalah www.idx.co.id.
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Abstract

This study aims to analyze the effect of proportion of independent commisioners, audit committee,
executive risk preferences on tax avoidance. Variable of tax avoidance as the dependent variables,
proportion of independent commisioners, audit committee, and executive risk preferences as the
independent variables, and firm size as the control variables. The population in this study is all
mining companies listed on IDX for the period of 2014-2019. The samples in this study are 11
companies from a total of 44 mining companies. The sampling technique uses purposive sampling
method. The types and sources of data used are secondary data, and quantitative data. Data is
analyze using multiple regression analysis of SPSS version 26. The results of this study indicate
that proportion of independent commisioners has an influence on tax avoidance. The audit
committee, executive risk preferences and firm size have no influence on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, independent commisioners, audit committee, executive risk

preferences, firm size
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Introduction

The official data of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia noted that Indonesia tax
ratio has decreased since 2015. Indonesia tax ratio in 2015 fell to 11.6% in 2015, then 10.8% in
2016, and in 2017 the tax ratio again fell to 10.7%. Not only has the tax ratio declined, the
realization of tax revenues in Indonesia has not yet reached the target (Cnbcindonesia, 2019).
Realization of revenue in 2015 only reached 83.29% of the target. The next two years the
realization of tax revenue has still not been able to reach the target, and the last year 2018 only
reached 93.86% of the target. The reduced tax ratio and not achieving revenue realization cannot
be kept away from the behavior of taxpayers themselves who try to reduce their tax burden. The
government's goal is to maximize revenue from the tax sector in the opposite direction to the
company's goals as a taxpayer. The company is one of the taxpayers who make a major
contribution to the country. Taxes can reduce income even more so do not get a direct reward, and
also taxes that are forced. This is what causes companies to take action to calculate the amount of
tax by minimizing the amount to be paid. One effort of taxpayers to streamline their tax burden is

by avoiding taxes.

Tax avoidance is one way to reduce the amount of tax legally that does not violate taxation
regulations, by utilizing the loopholes contained in tax regulations to avoid paying larger amounts
of tax (Hoseini et al., 2019). Tax avoidance can be said to be an active resistance that does not
violate the law by minimizing the tax they bear to be small, but this is not recommended to be
done. The concept of tax avoidance is carried out by utilizing the weaknesses or gaps of the
applicable tax legislation, or by moving business locations or domiciles from locations that have

high tax rates to locations that have low tax rates. The practice of tax avoidance carried out can



have an impact on state tax revenues and impact on companies. The company will have a bad
reputation for long-term business continuity and will require labor costs and time sacrifices. The
first factor is the proportion of independent directors. One of the characteristics of corporate
governance that must be owned by a company is the existence of an independent commissioner
(Setiawanta & Purwanto, 2019). The independent commissioner in the company functions to
provide oversight and limit management to commit fraud in making financial statements. So with
the existence of an independent commissioner can be an intermediary for the shareholders with
management. Based on POJK Number 57 4/POJK.04/2017 the percentage of the number of
independent commissioners must be at least 30% of the total members of the board of

commissioners.

The relationship between the proportion of independent directors and tax avoidance can be shown
by the tendency of the large proportion of independent directors to prevent the practice of tax
avoidance by company management. The existence of an independent commissioner in the
company is expected to reduce the fraud that will occur, which is carried out by the company's
management in reporting its taxation reports (Law & Mills, 2017). Independent commissioners are
expected to mediate between shareholders and company management in making policies so that
the company does not violate the law. The large proportion of independent commissioners in the
company, the possibility of the practice of tax avoidance within the company is unlikely. The
results of research by Turyatini, (2017) provide results, the proportion of independent
commissioners has an influence on tax avoidance. This is also in line with the research of Hoseini
et al., (2019); Yuniarwati et al., (2017) which results that the proportion of independent directors

has an influence on tax avoidance.



The next factor is the audit committee. The audit committee will enhance the supervisory role of
the board of commissioners on the company's financial reporting process and the design and
implementation of a good internal control system (Hidayah et al., 2020; Irwandi et al., 2019;
Pamungkas & Utomo, 2018; Wahyudi et al., 2019). The audit committee in accordance with its
role can help the board of commissioners so that information asymmetry does not occur, by
monitoring and giving opinions to management on the ongoing internal control within the
company (Ghozali et al., 2019; Pamungkas et al., 2018). The high number of audit committees in
a company can improve the quality of good governance within the company, so as to prevent the
possibility of tax avoidance practices (Gaaya, Lakhal, & Lakhal, 2017). Tjondro & Olivia, (2018)
states that the existence of an audit committee within a company affects the tax avoidance that will
be carried out by management. This is also supported by (Chabachib et al., 2019; Sari et al.,2020).
However, the research conducted by Anggilia et al., (2015) actually provided inversely
proportional results, that the audit committee had no effect on tax avoidance. This indicates that
the audit committee's role in the company is not effective in making decisions regarding corporate

tax policy in Indonesia.

In addition to these factors, tax avoidance is also taken by the policies taken by executives, namely
the executive risk preference. Executive tax collection can be done because the executive
represents the party who received the decision (Kharismar & Stella, 2014). Executive Agent as
manager of the company. The company's management asks which decisions and decisions are best
for the company. Tax avoidance in a company is based on the character of the company
management. Companies that practice tax avoidance, corporate management is more challenging

in making risky decisions. The existence of different risk preferences, shareholders and



management can take opposing actions. Share ownership by company management has an interest
in carrying out its duties. Thus, corporate executives with a risk taker character do not hesitate to
adopt a corporate tax avoidance practice despite the risks. This is supported by research by Novita,
2016; et al., (2018) which provide the results of a company's risk preference have an influence on
tax avoidance. Company size is used to determine the level of size of a company. The size of the
company can determine the size of the total value of assets owned by the company where the
greater the total assets of the company will also increase the amount of productivity of the company
(Su, Li, & Ma, 2019). This results in companies taking advantage of opportunities that exist in

every transaction for tax avoidance efforts.

Literature Review

Jensen & Meckling, (1976) argue that the principal's relationship with an agent raises different
interests, because there is a principle that humans are trying to maximize the benefits for their own
interests. However, actions taken by management are not always in line with what is expected by
shareholders. The main purpose of agency theory is to explain how parties associated with the
agreement can design agreements that aim to minimize costs as a result of the occurrence of
information asymmetry. According to Eisenhardt & Zbaracki, (1992) agency theory is emphasized
to overcome two problems that can occur in agency relationships. First is the problem that occurs
when the expectations or goals of the principal and agent have different views and it makes it
difficult for the principal to check whether what the agent is doing is right. Second, problems occur
when facing risks that arise where the principal and agents have an attitude in dealing with risk.

According to Jensen & Meckling, (1976) this difference in interests will bring the potential for



agency conflict and also trigger costs that should not need to occur in the company if managed by

the owner, namely agency costs.

This research conflict occurs in the interests of corporate profits between the tax authorities as
shareholders and company managers as agents (Ling & Abdul Wahab, 2019). The shareholders
want to pay maximum tax revenue so that the company's reputation does not become bad, and
while the company's management wants to generate significant profits with minimum tax costs.
Conflict occurs because the company assumes tax as an expense that can reduce the company's
profit, so the company must do something in order to minimize its tax costs. Efforts to minimize
the tax burden is to practice tax avoidance. Differences in interests between the tax authorities and
the company based on agency theory will lead to non-compliance by taxpayers or company

management which will affect the company's efforts to do tax avoidance (Kelvin et al., 2018).

Tax Avoidance

Tax avoidance is a strategy and technique carried out legally and safely for taxpayers because it
does not conflict with tax provisions (Hoseini et al., 2019). Tax avoidance has an impact on state
revenue and has a reputation for the company. Tax avoidance is permitted if it is done for a good
cause, not to avoid its obligations as a taxpayer, and does not make fake transactions. Tax
avoidance can be done by moving business locations or domiciles from high tax rates to low tax
rate locations, or by utilizing vacancies. According to applicable law, this is not allowed to be
charged as a fee. Companies can avoid this by the way the company cooperates with the foundation
in the distribution of these benefits. The company gives money to the foundation, and the

foundation distributes it to employees in the form of rice. Thus, employees still get rice and it is



charged as a cost so that the tax is reduced. According to Chabachib et al., (2019) tax avoidance
by companies is not free from costs. There are costs that must be borne when doing tax avoidance,
including the sacrifice of time and energy used and the risk of tax avoidance. The risk of tax
avoidance with the start of losing the company's reputation has a negative impact on the long-term
sustainability of the company. Another risk is the emergence of agency problems. This problem
can arise if management uses its position to divert the company's resources for its personal

interests, where management directs the course of the company including to avoid tax.

The effect of the proportion of independent directors on tax avoidance

Based on agency theory, shareholders have difficulty overseeing what management is doing.
Agency conflicts that occur between shareholders and company management can result in an
imbalance of information. Management sometimes tends to cover up information that actually
occurs to shareholders, to cover their own interests. Overcoming the problem so that it does not
occur, the company Audit Committee (X2), Proportion of Independent Commissioners (X1),
Executive Risk Preference (X3), Tax Avoidance (Y). H1, H2, H3 forms an independent board of
commissioners that is not affiliated with any party to equalize and protect the rights of holders
shares and other parties. With the presence of independent directors in the company can improve
management performance where the greater the proportion of independent directors, the
supervision becomes tighter for management (Deslandes et al., 2019). Decisions taken by company
management will be influenced by the existence of independent commissioners in the company,

including decisions related to tax payments that are expected to minimize fraud that can occur.



The existence of an independent commissioner can mediate gaps between shareholders and
managers. The higher the proportion of independent directors in a company, the lower the tax
avoidance practices of managers. This is supported by Wijayanti and Merkusiwati (2017) which
states that the existence of the proportion of independent commissioners in a company has an
influence on the tax avoidance practices that will occur in the company, with the existence of
independent commissioners in the company overseeing management performance will be more
stringent, so as to prevent management desires to avoid tax. This is also supported by (Deslandes
et al., 2019; Hoseini et al., 2019; Turyatini, 2017). Based on the description it can be concluded
that the proportion of independent directors can increase supervision of management performance.

H1: Proportion of independent directors influences tax avoidance

The influence of the audit committee on tax avoidance

The audit committee in accordance with its role can help the board of commissioners so that
information asymmetry does not occur, by monitoring and giving opinions to management on
internal controls that are happening within the company (Gaaya et al., 2017). The higher the
presence of the audit committee in the company, the more corporate governance will increase in
the company (Tristiarini et al., 2017). So, that it will minimize the possibility of tax avoidance
practices that occur. Based on agency theory, the gap between the manager and the shareholders
results in an imbalance of information. Strict supervision of the audit committee will produce
relevant information and effective performance from company managers. The audit committee
will also control the actions that managers do in order to get significant profits where managers
will tend to reduce their tax costs. With the audit committee in the company, the manager will

provide true information to the shareholders and overcome the occurrence of tax avoidance



practices within the company. This is supported by research from Kelvin et al., (2018) which states
that the audit committee affects tax avoidance, this is because the audit committee is tasked with
carrying out its task of overseeing the process of preparing the company's financial statements that
can prevent management from committing fraud. This is also supported by (Gaaya et al., 2017,
Greenlee et al., 2007; Yuniarwati et al., 2017). Based on this description, the existence of an audit
committee can prevent practices of tax avoidance, so that management will provide the correct
information.

H2: Audit committee influences tax avoidance

The effect of executive risk preferences on tax avoidance

Executives as decision makers to consider aspects before acting in various things that happen in
the company. The impact of an action will also be analyzed the risks that will occur with the aim
of getting the best decision, including in determining the decision of corporate tax avoidance. High
or low risk of the company can be measured by executive risk preferences. Executives who are
brave in making decisions despite the high risk, the company allows the practice of tax avoidance.
Eisenhardt & Zbaracki, (1992) states agency theory is related to solving problems that can occur
in agency relationships, one of which is the risk problem that arises when shareholders and
company managers have different views of risk. The management does not always do what the
shareholders want.

The management wants to generate significant profits by depositing a small tax burden, while the
shareholders want to deposit the tax burden and do not want the company's reputation to be bad
which results in long-term business continuity. Management who dare to take high-risk actions or

decisions, the possibility of tax avoidance practices within the company. The statement was also



supported by Novita, (2016) which resulted that executive risk preference factors influence tax
avoidance. This is because the executive risk preference factor, which is characterized by the high
and low risks of the company, can illustrate the company's executive risk preferences in
determining the decisions taken, including the decision to practice tax avoidance. This is also
supported by (Novita, 2016; Prastiwi & Ratnasari, 2019; Su et al., 2019).

H3: Executive Risk Preference influences Tax Avoidance

( )

Proportion of Independent
Commissioner (X1)

Audit Committee (X2) Tax Avoidance (Y) ]

Executive Risk Preference
(X3)

Figure 1. Conceptual Framework

Research Method

Data Types and Sources

The type of data used in this study is secondary data. Secondary data is a source of research data
obtained indirectly through intermediary media. Data Collection Method This research uses the
documentation method. The data source used in this research is the mining company's annual
financial report. The list of companies and annual reports obtained from the official website of the

IDX is www.idx.co.id.


http://www.idx.co.id/

Definition of Variable Operations

Proportion of Independent Commissioners

The independent commissioner has the function of carrying out supervision, helping the
management of the company and preparing the company's financial statements to be more
objective. Independent commissioners are parties that are not affiliated with controlling
shareholders, members of the board of directors and other board of commissioners (Azizah, 2016;
Chabachib et al., 2019; Chabachib et al., 2020; Irwandi et al., 2019; Isgiyarta et al., 2019; Utomo
et al., 2020). With the existence of a board of commissioners can improve supervision of the
performance of directors where with the increasing number of independent directors the proportion
will be even tighter. The proportion of independent commissioners according to Pamungkas et al.,
(2018); Utomo et al., (2018) is calculated by the number of independent commissioners divided

by the total number of commissioners.

Audit Committee

The audit committee is also tasked with conducting audits and oversight of the company's financial
statements (Andriana & Panggabean, 2017). The existence of an audit committee within a
company is expected to be able to provide an overview of the problems relating to financial policy,
accounting, and internal control of 37 companies (Baldini & Liberatore, 2016). Audit committee
variables are measured by the number of audit committees found in a company. Executive Risk
Preference Executive risk preferences are risks that the executive will have as a result of the actions
he takes. Company risk is the risk that occurs in the company and will have an impact on the
survival of the business. The measurement of executive risk preferences in this study uses company

risk by calculating the standard deviation of EBITDA divided by total assets (Chabachib et al.,



2019). The greater the standard deviation of EBITDA divided by the total assets of a company

indicates the greater the risk of existing companies.

Tax Avoidance

Tax avoidance is an attempt to legally pay taxes in accordance with applicable laws and regulations
(Gaaya et al., 2017). Tax avoidance can be said to be an active resistance that does not violate the
law, but is not recommended to be carried out, which has a negative impact on the receipt of state
tax revenues. This variable is proxied by using the cash effective tax ratio (CETR) formula by
calculating the cash spent to pay taxes divided by profit before tax (Hanlon & Heitzman, 2010).
CETR can be interpreted as the amount of cash issued by the company to pay taxes each year. The
smaller the CETR value, the more likely is the level of corporate tax avoidance. The greater the

38 CETR values, the less likely the occurrence of corporate tax avoidance practices.

Company Size

A scale where companies can be classified according to various sizes, one of which is the size of
the assets owned (Chabachib et al., 2019). The size of the company can determine the size of the
assets owned by the company, the greater the assets owned the more the amount of productivity
increases (Amran & Che Ahmad, 2014). Large companies tend to have large assets, and vice versa.
The size of the company can be seen through the total assets of the company owned, the market
value of shares, the average level of sales, and the number of sales (Tristiarini et al., 2019).
Measurement of company size can be calculated by Ln from the total assets owned by the company

(Chabachib et al., 2019).



Table 1. Definition of Variable Operations

Variable Proxy Source
Tax Avoidance | CETR: Amount of Tax paid / Profit before tax (Hanlon & Heitzman,

2010)

Independent KI: Number of Independent Commissioners / (Qoyum et al., 2017)

Commissioner Total Members of the Board of Commissioners

Audit Committee | Number of audit committees in the company | (Chabachib et al., 2019)

Executive Risk Standard Deviation of EBITDA divided by (Paligorova, 2011)
Total Assets
Preferences
T T
RISK = jz E-1TY E2/T-1)
t=1 t=1
Information: E = EBITDA (Earning Before
Interest Tax Depreciation Amortization)
T = Total Samples, t = year
Company Size Size = log (Total Assets) (Chabachib et al., 2019)

Population and Sample

The population in this study uses mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)
with the observation period in this research during the period 2014-2019. The research sample is
presented in table 2. as follows:

Table 2. Research Sample Criteria

No. Criteria Total

1. | Mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2014- 44

2019

2. | Companies that do not load and publish financial statements 2013-2018 (7




3. | The company suffered losses during the study period (26)
4. | Companies that do not provide complete data 0)
Total Research Samples 11

Observation Year 6

Total Data 66

Analysis Method

Data analysis method used in this research is quantitative method. Quantitative data is data that

can be measured directly, in the form of information or explanations that are stated with numbers

or numbers. Testing quantitative data using descriptive statistical analysis and classic assumptions

consisting of normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, and heterokedasticity test.

Furthermore, using multiple linear regression analysis, hypothesis testing using t test, and analysis

of the goodness of fit model, namely the test of the coefficient of multiple determination (R2).

Table 3. Descriptive Statistics

N Minimum | Maximum Mean Std. Deviation
Y 66 -3.250 1.44 -8542 .83569
Y1l 66 -1.78 -.46 -.9926 27734
X2 66 0.54 1.12 1.1551 18407
X3 66 -6.66 1.27 -.4235 1.74967
SIZE 66 2.50 291 2.7761 .02524
Valid N 66
(listwise)




Table 4. Hypothesis Test Results

Model T Sig.

1 (Constant) -.135 .893
X1 -2.092 0.41

X2 1.693 0.96

X3 -.206 .838
SIZE -.107 915

Source: various journals and research (2020)

Results and findings

Effect of Proportion of Independent Commissioners on Tax Avoidance

Based on the results of the t test, it can be concluded that the proportion of independent directors
influences tax avoidance, thus H1 is accepted. The results of the regression coefficient on the
variable proportion of independent directors show a negative direction which the greater the
proportion of independent directors in the company, the smaller the level of tax avoidance that
occurs. Conversely, the smaller the proportion of independent directors, the greater the level of tax
avoidance. The large proportion of independent directors in the company indicates the

effectiveness of the company in preventing tax avoidance (Su et al., 2019).

An independent commissioner in accordance with his role helps shareholders to obtain accurate
information from management and oversees the actions every company management does. Due to
the relationship between the proportion of independent directors, the independent commissioners

in the corporate governance mechanism have performed a good supervisory function that can



prevent deviant decisions made by management as well as deciding to practice tax avoidance.
Based on agency theory, agency problems that occur including shareholders find it difficult to
oversee what management is doing. So that conflicts can result in information asymmetry. The
existence of an independent commissioner in the company can mediate the gap between
management and shareholders, so the existence of an independent commissioner will affect the
actions taken by management, so that management will provide true information to shareholders.
This is supported by research by Yuniarwati et al., (2017) which states that the proportion of

independent directors influences tax avoidance.

The influence of the Audit Committee on Tax Avoidance

The results obtained from the t test can be concluded that the audit committee has no effect on tax
avoidance, thus H2 is rejected. Based on POJK No. 55 of 2014 the audit committee at least has at
least 3 members who come from independent commissioners and outside parties
issuers/companies. Almost all of the sample companies used had 3 members of the audit committee
in the company, there was only one BSSR company in 2014 which only had 2 members of the
audit committee. Little or large number of audit committees does not affect the high or low level
of tax avoidance (Hoseini et al., 2019). Thus it can be concluded that the small number of audit
committees does not affect the level of tax avoidance. No audit committee can have any effect
because of other factors. The role of the audit committee is ineffective in making decisions
regarding corporate tax policy in Indonesia. This explains that the existence of the audit committee
in the corporate governance mechanism is less active in determining policies related to the
effective tax rate of the company and is more likely to carry out its duties in a neutral and

appropriate manner based on established regulations. The audit committee's inability to avoid tax



avoidance is not in accordance with agency theory. The gap caused by the information asymmetry
is not resolved properly if the audit committee does not carry out its duties properly. This is

supported by (Gaaya et al., 2017; Kelvin et al., 2018; Yuniarwati et al., 2017).

Effect of Executive Risk Preference on Tax Avoidance

Hypotheses test results can be concluded that executive risk preferences do not affect tax
avoidance, thus H3 is rejected. The executive risk preference does not affect the executives who
tend to be less courageous in making decisions so that tax avoidance does not affect. High or low
risk of the company can not indicate the tendency of executive risk preferences. From these results
it can be concluded that the total value of more than the average executive risk preference is more
than the sum of more than the average tax avoidance. Thus it can be concluded that the high and
low risks of the company cannot indicate the tendency of executive risk preferences. The results
of the significance of the t test are not in accordance with the theory used in this study which
according to Eisenhardt & Zbaracki, (1992) states that agency theory is related to solving problems
that can occur in agency relationships, one of which is the risk problem that arises when
shareholders and company managers have different views on risk. Shareholders and company
management do not want to take greater risks, in order to save the company's good name. Firm
size control variable, from the results obtained from the t test, it can be concluded that the firm
size control variable has no effect on tax avoidance. This variable is not affected because paying
taxes is a corporate obligation. Large and small companies have no effect on tax avoidance. That
is because large and small companies are equally compliant with applicable laws and regulations.
The company does not want to take big risks that have a bad reputation for the company's

longevity. Supervision carried out by the tax authorities is not only for large companies but small



companies can also attract the attention of the tax authorities to comply with applicable taxation
provisions and be taxed in accordance with applicable regulations. This research is in line with

research by (Prastiwi & Ratnasari, 2019).

Tabel 5. Hypothesis Test Result

H Path Direct Effect | ttest | Conclusion
Coeficient
H1 | Proportion of independent directors —> Tax 0,041 2,135 | Accepted
Avoidance
H2 | Audit Committee —> Tax Avoidance 0,096 1,745 Rejected
H3 | Executive Risk Preference —> Tax Avoidance 0,838 0,028 Rejected
Conclusion

The proportion of independent commissioners influences tax avoidance. This shows that the
greater the proportion of independent commissioners in the company, the level of supervision
becomes more stringent. With the existence of an independent commissioner, every decision to be
taken by the company's management will be influenced by the existence of an independent
commissioner. The audit committee has no effect on tax avoidance. This is because the audit
committee has little or no effect on tax avoidance. Executive risk preferences do not affect tax

avoidance. High and low of a company's risk can not indicate executive risk preferences.



Suggestion

Future studies should use different variables or add other variables that have a greater contribution
in influencing tax avoidance that occurs within a company. Can use a longer period of research,
so the results of the study can represent the generalized population. The object of further research
should be to use other sector companies that are indicated as possible tax avoidance and become
the target of the Directorate General of Taxes.
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